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GUBERNUR RIATU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
157 /PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15
tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi
Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi, maka Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi

Berbasis Akrual;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Cororia Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengédnti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan’
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134); _

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negei‘i Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan :

14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.05/2020
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah
Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1194);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-
Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 765);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntasi
berbasis akrual berdasarkan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan;
b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;
c. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Laporan
Operasional,
d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Neraca dan
Laporan Perubahan Ekuitas;



e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Laporan
Arus Kas;

f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Catatan
atas Laporan Keuangan;

g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Akuntansi
Pendapatan-LRA;

h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Belanja;

i. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi
Pembiayaan;

j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi
Pendapatan-LO;

k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi
Beban;

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi
Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa;

m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Aset
Lancar;

n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi
Jangka Panjang;

Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Aset Tetap;

p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Dana
Cadangan dan Aset Lainnya;

g. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Kewajiban;

r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas;

s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi,
Menimbang Dan Operasi Yang Dihentikan; dan

t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Laporan
Keuangan Konsolidasian,;

u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 tentang Peristiwa
Setelah Tanggal Pelaporan;

v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Konsesi
Jasa;

w. Kebijjakan Akuntansi Nomor 23 tentang Properti
Investasi.

Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran
I sampai dengan Lampiran XXI Peraturan Gubernur Nomor
60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. GUBERNUR\RIAU,
ttd.

RAAMAN HADI
Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. SEKREFARISTIAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMADNIAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 9

Salinan Sesuai Dengan Asllnya

jz’:‘\ HARMADI SH.’MH.
> Pembina (IV/a)

S_NEPT 19840326 200903 1 003
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